

















ERA HUKUM NO. 1/ TH. 6/ 1999

sa yang diperkuat olch kepala kecamatay

{ d
b.  Surat keterangan dari kepala cmcmmu omiliban ok dun o

setempat  yang menerangkan
tersangkut sesuatu sengketa;

¢ endaftaran tanaby; _ '
(Ci' f’yra;:ri': tI’;:lal?agtailli‘tkl’aaIill:ola/Kepala Daerah c.q. kepala sub direktorat agraria
. Jjin

setempat (sckarang Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional);

Setelah ikrar wakat selesai dil:_iksanakan dan dltuangkz]l(nt dalam
bentuk akta ikrar wakaf, selanjutnya dilakukan .pe.ndaﬁar;m "‘I’)a al tanah
milik. Mengenai pendafiaran wakaf tanah milik ini diatur da aqlb asi 1'0 PP
Nomor 28 Tahun 1977 yang ayat-ayatnya menyebutkan sebagai berikut:

(1) Setelah akta ikrar wakaf dilaksanakan sesual dengan ketentuan Ayat (4.)
dan (5) Pasal 9, maka pejabat pembuat akta. ikrar wakaf atas nama nadzjr
yang bersangkutan diharuskan mengajukan pemqhonan kepaqa
Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah c.q. kepaljd.sub direktorat agraria
setempat untuk mendafiar perwakafan tanah milik yang bersangkutan
menurut ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961
(sekarang PP Nomor 28 Tahun 1997). . '

(2) Bupati/Walikotamadya/Kepala Daerah c.q. Kepala sub direktorat agraria
setempat, setelah menerima permohonan tersebut dalam Ayat (1)
mencatat perwakafan tanah milik yang bersangkutan pada buku tanah
dan sertifikatnya. .

(3) Jika tanah milik yang diwakafkan belum memiliki sertifikat maka
pencacatan yang dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan setelah untuk tanzh
tersebut dibuat sertifikatnya.

(4) Oleh Menteri Dalam Negeri diatur tata cara pencatatan perwakafan yang
dimaksud dalam Ayat (2) dan (3).

(5) Setelah dilakukan pencatatan perwakafan tanah milik dalam buku tanah
dan sertifikatnya seperti dimaksud dalam Ayat (2) dan (3), maka nadzir
yang bersangkutan wajib melaporkannya kepada pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Agama. -

Selain tatacara perwakafan tanah milik yang diatur oleh PP Nomor
28 Tahun 1977 juga diatur di dalam Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Kompilasi Hukum Islam yang terdapat dalam Buku III Pasal 215 sampai
dengan Pasal 229.

Perwakafan  dalam kompilasi  Hukum
pengembangan dan penyempurnaan pengaturan perw
Hukum Islam. Beberapa ketentuan hukum perwaka

Islam  merupakan
akafan sesuai dengan
fan menurut kompilasi
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DATA TANAII WAKAF DI INDONESIA TAHUN 1999
Jml Tanah  Ada Telal Belum Belum AIW/

Wakaf Seritlfikat Daftar BPN Dafiar BEN APAIW

No.  Propinsi

| ACEH  28.456 1288 10772 252 2.326
) SUMUT 14.872 6,031 8197 0 644
5 SUMBAR 5.187 3628 1548 11 0
4 RIAU 6326 2867  2.990 217 252
s SUMSEL 6848 4252 107 248 0
. BENGKULU3J0l 1345 1316 362 678
5 JAMBI 5895 2239 3218 378 0
8  LAMPUNG 9614 4534 4086 0 994
9. JAKARTA 5550 2193 3357 0 0
10. JABAR 71519 67.487  3.987 0 45
11 JATENG 78126 63650 9.023  3.142 2311
12, YOGYA 5580 4797 547 195 40

13. JATIM  50.706  49.890 453 363 0
14, KALBAR 13336  2.357 10.121 858 0

15. KALTENG 2.050 1.491 508 51 | 0
16. KALSEL  7.582 5422 2.033 29 98
17. KALTIM 2.263 1.343 883 13 24
18. SULUT 2.258 1.259 629 314 56
19. SULTENG 2.825 1.526 0 1.043 256
20. SULSEL  9.956 7.734 856 295 1.071
21. SULTRA 2.083 1.465 149 311 158
22, BALI 767 672 73 22 0
23. NTB 10.538 5905 3483 = 542 608
24, NTT 1.14] 1.029 55 2 35
25. MALUKU 1911 812 1.089 0 0
26. IRJA 201 129 14 58 0
27. TIMTIM 15 3 0 0 12

Sumber Data: Departemen Agama RI sampai dengan Bulan Maret 1999,

Adapun tanah-tanah yang belum bersertifikat dan didaftarkan pada
Kantor Badan Pertanahan Nasional adalah termasuk dalam tanah-tanah
wakaf yang digunakan oleh masyarakat umum dan dianggap sebagai tanah
wakaf yaitu berdasarkan kenyataan tanah tersebut yang digunakan untuk
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' ' buafan yan
1 siapa melakukan per yang
- lz?;a[l’gl’ Nomor 28 Tahun 1977 yang

Perwakafan Tanah dan
tentang Tata card :
tercantum dalam Pasal 9
Pasal 10 tentang Pendaftaran Tanah Wakaf, diancam dengan

- o bulan atau denda sebanyak-

i g, S 15 s g
s::lzsi pidana tersebut perarti pelaksanaan perwaalzifan (t;;nahmdan
pendaftarannya sudah ditentukan seeara P d.t, a ana
enyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dituntut sebagaj
perbuatan tindak pidana. Namun kenyataan yang ada terhadap para
gelanggamya belum dikenakan sanksi hukum. Deng.an belum
si hukum tersebut, maka para pihak yang

dilaksanakannya sarnk
terlibat secara langsung dengan perwakafan tanah beranggapan

bahwa tidak perlu melaksanakan. perwakafann tanah dan
pendaftarannya sebagaimana yang diatur dalam PP N_omor 28
Tahun 1977 beserta peraturan pelaksananya karena _tldak ada
sanksi. Hal ini yang menyebabkan nadzir kurang.bermmat untuk
melaksanakan pendaftaran tanah wakaf yang diurusnya sesuai
dengan peraturan yang ada.
Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) belum melaksanakan
tugasnya dengan baik terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan
pendaftaran tanah wakaf. Berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam
Pasal 10 PP Nomor 28 tahun 1977 dan Pasal 3 PMDN Nomor 6
Tahun 1977, ditetapkan bahwa setelah suatu bidang tanah yang
diwakafkan dibuatkan aktanya oleh KUA ‘selaku PPAIW, maka
selanjutnya PPAIW atas nama nadzir yang bersangkutan harus
mengajukan permohonan pendaftaran tanah wakaf kepada Kepala
Kantor Agraria (sekarang Kepala BPN) selambat-lambatnya tiga bulan
setelah dibuat akta tersebut. Namun pada kenyataannya yang
seharusnya pendaftaran tersebut dilakukan oleh PPAIW atas nama
nadzir atau nadzirnya sendiri, namun sering kali mereka tidak
melaksanakan permohonan pendaftaran tanah wakaf tersebut ke
Kantor BPN,

yang menctapk
melanggar ketentuai dal

IV. PENUTUP

Dari uraian yang penulis kemukakan di atas, dapatlah disimpulkan
bahwa walaupun Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 tentang
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PELAKSANAAN PERWAKAFAN
TANAH MILIK DAN PERMASALAHANNYA

Perwakafan Tanah Milik beserta peraturan pelaksanaannya scbagai
peraturan  perundang-undangan tentang perwakafan tanah dan
pendaftarannya yang saat ini berlaku dan sudah lengkap untuk dipedomani
dalam kegiatan tersebut oleh pihak-pihak yang berkepentingan, namun
peraturan-peraturan tersebut masih belum dilaksanakan sebagaimana
mestinya sehingga dalam pelaksanaannya masih dilakukan seperti sebelum
adanya peraturan mengenai perwakafan tanah yang baru.

Tanah-tanah yang sampai saat ini belum dilaksanakan dan
didaftarkan perwakafannya merupakan tanah yang memiliki potensi besar,
khususnya bagi mereka yang beragama Islam terutama untuk penyediaan
sarana kota seperti tempat ibadah dan lain-lain yang dibutuhkan oleh
masyarakat. Jika dikaitkan dengan kebutuhan di masa mendatang yang akan
semakin sulit akibat berkembangnya jumlah penduduk dan tanah kota yang
semakin langka, maka sudah sewajamya tanah-tanah wakaf tersebut
dilindungi dan dilestarikan keberadaannya oleh pemerintah, dengan jalan
mendaftarkan tanah-tanah wakaf tersebut kepada Kantor Badan Pertanahan
Nasional untuk mendapatkan kepastian hukum.
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